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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran 

dengan konsep value for money pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  yang 

ditinjau dari rasio ekonomi, efisiensi dan rasio efektifitas tahun 2021-2023. Model 

analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yang difokuskan 

rasio ekonomi, efisiensi dan efektifitas belanja pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan rasio ekonomi bahwa realisasi target anggaran belanja dan belanja  

anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 

dapat dikatakan ekonomis. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi pengeluaran 

dan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

tahun 2021-2023 dapat dikatakan tidak efisien. Berdasarkan rasio efektifitas bahwa 

realisasi anggaran pendapatan belanja dan anggaran pendapatan belanja pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 dan tahun 2023 dapat dikatakan tidak 

efektif. Kemudian pada tahun 2022 dapat dikatakan kurang efektif 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to determine and analyze budget performance using the 

value for money concept at the Aceh Agriculture and Plantation Service in terms of 

economic ratios, efficiency and effectiveness ratios for 2021-2023. The analysis 

model that will be used is a descriptive analysis method that focuses on economic 

ratios, efficiency and effectiveness of spending at the Aceh Agriculture and 

Plantation Service in 2021-2023. The results of the research show that based on 

economic ratios, the realization of budget targets and spending budget at the Aceh 

Agriculture and Plantation Service for 2021-2023 can be said to be economical. 

Based on the efficiency ratio, the realization of expenditure and realization of the 

income budget at the Aceh Agriculture and Plantation Service for 2021-2023 can 

be said to be inefficient. Based on the effectiveness ratio, the realization of the 

revenue and expenditure budget at the Aceh Agriculture and Plantation Service in 

2021 and 2023 can be said to be ineffective. Then in 2022 it can be said to be less 

effective 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian    

 Perkembangan sektor publik saat ini harus memiliki standar penyusunan 

laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada 

sektor pemerintahan. Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan 

berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan  berbagai 

upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang 

transparan dan akuntabilitas (Chudri et al., 2023).  Kinerja instansi pemerintah 

dapat diukur berdasarkan berbagai faktor, termasuk efisiensi pengelolaan anggaran, 

efektifitas dalam memberikan layanan publik, transparansi dalam pengambilan 

keputusan, akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, dan dampak positif yang 

dihasilkan terhadap masyarakat. Evaluasi terhadap bagaimana instansi pemerintah 

menggunakan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program-program dan 

kegiatan-kegiatan mereka. Ini mencakup penilaian terhadap pengeluaran yang 

sesuai dengan rencana, penghindaran pemborosan, dan pengelolaan anggaran yang 

bertanggung jawab. 

 Kinerja anggaran merujuk pada seberapa efektif dan efisien pengelolaan dan 

penggunaan anggaran oleh suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau 

pemerintah. Ini mencakup evaluasi atas sejauh mana anggaran telah digunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta apakah alokasi anggaran telah 

dilakukan secara tepat untuk mendukung prioritas dan kebutuhan yang ada. Penting 

untuk memahami bahwa kinerja anggaran tidak hanya mencakup pencapaian tujuan 
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finansial, tetapi juga melibatkan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dan 

dampaknya terhadap tujuan instansii secara keseluruhan. Hal ini meliputi aspek-

aspek seperti efisiensi penggunaan sumber daya, efektifitas program dan kegiatan 

yang didanai, ketaatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, serta transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. 

 Pengukuran kinerja anggaran merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh 

mana anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

organisasi atau entitas yang bersangkutan. Pengukuran kinerja anggaran dapat 

dilakukan secara berkala, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan, dan merupakan 

bagian integral dari proses pengelolaan anggaran yang efektif. Ini membantu entitas 

untuk mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi area-area yang memerlukan 

perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan alokasi sumber 

daya keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan, seperti rasio keuangan, tingkat 

pengeluaran, dan pengendalian biaya, untuk menilai keadaan keuangan entitas dan 

dampaknya terhadap tujuan instansi pemerintah. 

 Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang dapat 

digunakan sebagai alat manajemen organisasi untuk membantu publik dalam 

menilai pencapaian strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Konsep 

Value for Money merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi sektor publik. 

Kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai dari Output yang dihasilkan saja, 

tetapi Input, Output, dan outcome harus dilihat secara bersama-sama. Bahkan 

mungkin perlu menambahkan pengukuran cakupan distribusi dan layanan (equity 

and service coverage). 
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 Kriteria utama yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dalam 

pengukuran Value for Money adalah ekonomi, efisiensi, efektifitas, transparansi, 

dan akuntabilitas publik. Tujuan yang akan dicapai dalam penerapan Value for 

Money yaitu ekonomis (hemat-cermat), efisiensi dalam penggunaan sumber daya 

(berdaya guna) dalam pengadaan alokasi sumber daya dan meminimalkan 

penggunaan sumber daya (efisien), dan hasilnya maksimal (memaksimalkan 

keuntungan, meminimalkan biaya) dan efektif (efektif) dalam mencapai tujuan dan 

sasaran.  

 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebuah lembaga pemerintah 

di provinsi Aceh, Indonesia, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan 

pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut. Tugas Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti membantu dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor 

pertanian, termasuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan 

perikanan.Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan 

produktivitas perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lainnya, serta 

memberikan dukungan kepada petani perkebunan dalam hal teknis dan 

pengembangan usaha. Membangun dan memelihara infrastruktur pertanian, seperti 

irigasi, jalan pedesaan, dan fasilitas pasca panen, untuk mendukung kegiatan 

pertanian dan perkebunan. Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, serta mendukung 

pembangunan ekonomi di wilayah Aceh.  
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 Salah satu alat pengendali sekaligus alat ukur untuk mengetahui kinerja 

pelaksanaan anggaran pemerintah yang direalisasikan melalui belanja pemerintah 

dapat menggunakan skema alat ukur yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA). IKPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan memfokuskan pada prinsip Value 

For Money (VFM), kinerja pelaksanaan anggaran yang direalisasikan ini untuk 

mengukur belanja pemerintah. Ringkasnya mencakup ekonomi, efisiensi dan 

efektifitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan 

anggaran pemerintah. Berbagai macam anggaran yang terdapat pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, 

program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, program 

pengendalian dan penanggulan bencana pertanian dan lainnya. Namun dari semua 

program anggaran tersebut, tidak ada yang mencapai target 100%. Sebagai 

pengamatan awal kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh peneliti menampilkan salah satu rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektifitas dengan data sebegai berikut: 
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       Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

Gambar 1.1. 

Tingkat Persentase Capaian Efektifitas Anggaran 

 

Fenomena yang terjadi berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa 

capaian efektifitas anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

mengalami pingkatan dan penurunan atau berfluktuasi. Pada tahun 2021 dengan 

capaian efektifitas anggaran sebesar 82,54%, kemudian pada tahun 2022 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,85%, namun pada tahun 2023 capaian 

efektifitas anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami 

penurunan sebesar 92,53% sehingga hal ini menjadi salah satu fenomena yang 

terjadi mengenai kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 

Permasalahan capaian efektifitas anggaran dapat menjadi tantangan serius bagi 

instansi pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Permasalahan 

yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengenai ouput (realisasi 

anggaran) dan Input (jumlah anggaran belanja) pada tahun 2021-2023 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 

Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Aceh Tahun 2021-2023 

Tahun Anggaran Belanja 

(Rp) 

Realisasi 

Belanja (Rp) 

Sisa Anggaran Persentase 

(%) 

2021 251.446.365.029 207.541.235.615 43.905.129.414 82,54% 

2022 313.514.337.825 303.637.632.997 9.876.704.828 96,85% 

2023 211.413.062.859 195.613.815.205 15.799.247.654 92,53% 

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024) 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan fenomena atau permasalahan 

yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dan peningkatan 

(fluktuasi) sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahun 

2021 jumlah anggaran belanja sebesar Rp251.446.365.029, pada tahun 2022 jumlah 

anggaran belanja sebesar Rp313.514.337.825 dan pada tahun 2023 jumlah 

anggaran belanja sebesar Rp211.413.062.859. Sisa anggaran pada setiap tahun 

termasuk besar karena mencapai miliaran. Sisa anggaran dan tingkat persentase 

penggunaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dan penurunan 

(fluktuasi) yaitu sisa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp43.905.129.414dengan 

tingkat persentase 82,54%, sisa anggaran pada tahun 2022 sebesar 

Rp9.876.704.828 dengan tingkat persentase 96,85%, dan sisa anggaran pada tahun 

2023 sebesar Rp15.799.247.654 dengan tingkat persentase 92,53%.  

Hasil penelitian dari Yulianda et al. (2022) menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja keuangan menggunakan konsep value for money pada program 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam 

kategori ekonomis, efisiensi, dan belum mencapai dengan efektifitas yang baik. 
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Kemudian pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk 

dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, 

sedangkan pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 

belum mencapai efektifitas yang baik. Kemudian untuk program rehabilitasi sosial 

untuk tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 

berjalan dengan efisiensi, namun pada tahun 2021 belum mencapai efisiensi dengan 

baik, dan tahun 2020 belum mencapai efektifitas yang baik, sedangkan pada tahun 

2021 mencapai efektifitas berimbang. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam belanja barang dan jasa pemerintah 

adalah pola penyerapan anggaran yang sering diistilahkan sebagai “slow back-

loaded expenditure” atau realisasi anggaran tersendat-sendat. Pola ini adalah 

penyerapan yang memiliki pola penyerapan anggaran belanja rendah di awal tahun 

sampai dengan pertengahan tahun dan meningkat secara signifikan di akhir tahun. 

Pola rendahnya penyerapan di awal tahun cenderung menjadi permasalahan yang 

klasik dalam tata kelola pelaksanaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, Value 

For Money yang diwujudkan dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

sebagai salah satu alat pengendali pelaksanaan anggaran, dinilai sudah tepat untuk 

mengatasi pola yang berulang kali ini. Semakin cepat penyerapan maka 

kebermanfaatan belanja pemerintah akan semakin nyata, sehingga pada akhirnya 

diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk 
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skripsi dengan judul: “Analisis Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For 

Money pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  Tahun 2021-2023”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1 Bagaimanakah kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh  tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio 

ekonomis. 

2 Bagaimanakah kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh  tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio 

efisiensi. 

3 Bagaimanakah kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh  tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio 

efektifitas. 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran dengan konsep value 

for money pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  tahun 2021-2023 

yang ditinjau dari rasio ekonomis. 

2 Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran dengan konsep value 

for money pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  tahun 2021-2023 

yang ditinjau dari rasio efisiensi. 
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3 Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran dengan konsep value 

for money pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  tahun 2021-2023 

yang ditinjau dari rasio efektifitas. 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Dari penilitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikuti: 

1. Manfaat Praktis 

a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai kinerja 

anggaran dengan konsep value for money pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh . 

b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi 

kementrian dan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh khususnya 

kinerja anggaran. 

2. Manfaat Akademis 

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kinerja 

anggaran 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan kinerja 

anggaran dengan konsep value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja 

organisasi sektor publik yang merupakan kriteria utama dalam pelaksanaan 

manajemen publik dalam pengukuran value for money adalah ekonomi, efesiensi, 

efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  dengan rasio yang 

digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektifitas tahun 2021-2023. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1     Landasan Teoritis 

2.1.1 Kinerja  

 Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu alat manajemen untuk bisa 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Mengenai 

penilaian kinerja, menurut Simamora adalah proses yang mengukur karyawan, 

penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif 

dari kinerja pelaksanaan pekerjaan. Hasibuan (2020:93) menyatakan bahwa 

“Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Menuurut Winardi (2020:136) 

menyatakan bahwa “seorang manejer yang bekerja ekstra lama dikantornya guna 

memenuhi kebutuhannya yang akan prestasi, mungkin merasa jam-jam kerja ekstra 

tersebut berbenturan dengan kebutuhaannya akan diafiliasi yang diekspresi dalam 

wujud keinginannya untuk berada ditengah-tengah keluarga”.  

 Menurut Mangkunegara (2020:67) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Sedarmayanti (2019:2019) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian 

atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai 

Formatted: Different first page header
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dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi 

organisasi.  

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang 

tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja 

pegawai tinggi atau rendah.  

 

2.1.2   Anggaran 

  Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2020:145): “Anggaran 

merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau 

pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. 

Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik 

pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Menurut  Mardiasmo 

(2020:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yng dinyatakan dalam ukuran 

financial. 

  Menurut Suparmoko (2020:145): “Anggaran merupakan suatu alat 

perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang 

akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran 

merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun 

pendapatan di masa yang akan datang”. Menurut Prawironegoro (2020:2) 

“Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai 

kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain 
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sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. Menurut 

Anthony dan Govindarajan (2020:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan 

alat penting untuk prencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam 

organisasi”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja 

pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan 

bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran 

disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.   

 

2.1.3    Kinerja Anggaran 

Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP No. 

58 Tahun 2005), tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, 

dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang daapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai 

bentuk keekayaan daerah tersebut, dalam rangka APBK. Pemerintah daerah sebagai 

pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan 

tugasnya dengan baik atau tidak.  

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pelaksanaan otonomi daerah 

membawa perubahan pada pengelolaan (Syamsidar & Jawiyah, 2015). Keuangan 

Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya 
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diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Halim (2020;20) APBK adalah 

rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka 

waktu ketika badan legislatif (DPRK) memberikan kredit kepada badan eksekutif 

(kepala daerah) untuk mrelakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga 

daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, 

dan yang menunjukan semua penghasilan untuk menutup pengeeluaran. Keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 

dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 

2005).  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Halim 

(2020: 24), kinerja anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang 

dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah  

Keuangan daerah menurut Halim (2020:23) adalah semua hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa yang dapat dijadika kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai 

oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan per 

undang-undangan yang berlaku. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran 
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merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. 

 

2.1.4 Value For Money   

Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk 

mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan 

organisasi. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2019:57), value for money adalah 

indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang 

dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.  Menurut 

Mardiasmo (2020:128) value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu 

organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja 

mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Melalui 

value for money memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) 

yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. 

Menurut Mahmudi (2019:98) value for money adalah konsep dalam 

organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. 

Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur 

ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan 

organisasi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan 

pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur Output, karena Output yang 

dihasilkan tidak selalu berupa Output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak 

berupa intangible Output. Menurut Mahmudi (2019:83), menyatakan bahwa Value 

for money merupakan metode yang penting dalam organisasi sektor publik yang 
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memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengembangan indikator 

kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan atau 

yang dikenal dengan 3E. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan 

pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity & service coverage).  

Value for money merupakan metode pengelolaan organisasi sektor publik 

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas 

(Mahmudi, 20159:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah: 

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk 

memperoleh unit Input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya 

Input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang 

mendekati harga pasar.  

2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara Output berupa barang atau 

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk 

menghasilkan Output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan 

perbandingan antara Output dengan Input atau istilah lain Output per unit 

Input.  

3. Efektifitas: efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupkan hubungan 

antara Output dengan tujuan. 

 

Menurut Mardiasmo (2020:128) value for money merupakan konsep 

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, 

yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Terdapat tiga indikator utama dalam value 

for money, yaitu sebagai berikut: 

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan Input dengan kualitas tertentu dengan harga 

yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan Input dengan Input value 

yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh 

mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir Input resources yang 

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 

efektif.  

2. Efisiensi, yaitu pencapaian Output yang maksimum dengan Input tertentu 

atau penggunaan Input yang terendah untuk mencapai Output tertentu. 

Efisiensi merupakan perbandingan Output/Input yang dikaitkan dengan 

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.  
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3. Efektifitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome 

dengan Output. 

 

Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah ekonomis (hemat) 

dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/ 

pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil 

guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Menurut Mardiasmo (2020:127) 

indikator value for money dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi). Ekonomis artinya 

pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga 

terbaik (spending les). Efisiensi artinya Output tertentu dapat dicapai 

dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (spending well). 

2. Indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Efektifitas artinya kontribusi 

Output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (spending 

wisely). 

 

 

2.1.5   Rasio Ekonomi 

Menurut Mardiasmo (2020:4) ekonomi merupakan memperoleh Input 

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi 

merupakan perbandingan Input dengan Input value yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik 

dapat meminimalisir Input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi adalah memperoleh sumber 

daya (Input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan 

Input dengan Input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait 

dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir Input resources 

dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 
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Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit 

Input. Ekonomi adalah seluruh sumber daya Input diperoleh dengan harga yang 

lebih rendah (spending less) yaitu harga yang mendekati pasar. Ukuran ekonomi 

berupa anggaran yang dialokasikan.Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) 

sering disebut juga kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati 

atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan.Pemanfaatan sumber daya di 

bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran 

menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan 

bahwa seluruh sumber daya Input tidak terjadi pemborosan. Mahmudi (2019:84) 

merumuskan efisiensi sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi 

 

 No Persentase Penilaian 

1 100%- Atas  Sangat ekonomis  

2 90% – 100% Ekonomis 

3 80% – 90% Cukup Ekonomis  

4 60% – 80% Kurang Ekonomis  

5 < 60% Tidak Ekonomis  

      Sumber : Mahmudi (2019:84) 

 

 

2.1.6   Rasio Efisiensi 

Menurut Mahmudi (2019:83) Efisiensi pengelolaan anggaran  adalah rasio 

yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek 

dengan melakukan perbandingan antara Output dan Input. Menurut Bastian 

(2019:59) Efisensi adalah pencapaian Output yang maximum dengan Input tertentu 

 

Rasio Ekonomi =  
Realisasi Anggaran Belanja 

Target Anggaran Belanja
 x 100% 
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atau penggunaan Input yang terendah untuk mencapai Output tertentu. Efisiensi 

merupakan perbandingan Output/Input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau 

target yang telah di tetapkan. Rasio efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi 

biaya dengan realisasi penerimaan yang diterima (Susanti & Murnita, 2018). 

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya 

oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi 

dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan rasio antara Output dengan Input. 

Semakin besar Output di banding Input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

organisasi. Mardiasmo (2020:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep 

produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

Output yang dihasilkan terhadap Input yang digunakan. Proses kegiatan operasional 

dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 

Menurut Halim (2020:234) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) 

menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima. Kinerja 

anggaran Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 

100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja anggaran 

Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk  itu pemerintah daerah perlu menghitung 

secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan  seluruh  

pendapatan  yang  diterimanya  sehingga  dapat diketahui apakah kegiatan 

pemungutan pendapatannya tersebut efisien. atau tidak. Hal itu perlu dilakukan 

karena meskipun pemerintah daerah  berhasil  merealisasikan  target  penerimaan  
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pendapatan  sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang 

memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target 

penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang 

diterimanya.  

            Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian Output yang maksimum 

dengan Input tertentu atau penggunaan Input yang terendah untuk mencapai Output 

tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara Output dengan Input. Semakin 

besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi  (2019:84) 

merumuskan efisiensi sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan :  

Output  :  Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.  

Input  : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah 

program/kegiatan 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai 

persentase penilaian sebagai berikut : 

 

 

Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi 

 

No Persentase Penilaian 

1 100%- Atas  Tidak  Efisien  

2 90% – 100% Kurang Efisien  

3 80% – 90% Cukup Efisien   

 

Rasio Efisiensi =  
Relisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Pendapatan
 x 100 % 
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4 60% – 80% Efisien   

5 < 60% Sangat Efisien   

Sumber  :  Mahmudi  (2019:84) 

 

 

2.1.7  Efektifitas 

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila Output yang 

dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely. 

Menurut Mahmudi (2019:86) efektifitas merupakan hubungan antara Output 

dengan tujuan. Semakin besar kontribusi Output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada 

Input dan efisiensi pada Output atau proses, maka efektifitas berfokus pada 

outcome (hasil).  

Menurut Siagian (2020:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 

dijalankan. Menurut Ahadi (2020:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang 

benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan 

pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka 

semakin efektif organisasi tersebut. 

Menurut Robbins (2019:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-

aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. 

Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan 

produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi 

tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh 

individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi 
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Rasio Efektivitas =  
Realisasi Anggaran Pendapatan 

Target Anggaran Pendapatan
 � 100% 

 

kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-

hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun. 

Menurut Mardiasmo (2020:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian 

sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa 

mengganggu operasi, sehingga pada giliranya akan mempengaruhi hasil akhir, 

karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang 

diharapkan. Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektifitas terkait dengan hubungan 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  

          Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.Suatu organisasi sektor publik dapat 

dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Mahmudi (2019:85) merumuskan efektifitas sebagai berikut; 

 

 

 
 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai 

persentase penilaian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas  

 

No Persentase Penilaian 

1 100%- Atas  Sangat efektif   

2 90% – 100% Efektif  

3 80% – 90% Cukup Efektif  

4 60% – 80% Kurang Efektif  
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5 < 60% Tidak Efektif    

Sumber : Mahmudi (2019:85) 

 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara Output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan 

ukuran seberapa jauh tingkat Output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. 

Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan 

dengan efektif. 

 

2.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dari Wandasari & Daulay (2023) dengan judul Analisis Value For 

Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan (Studi Pada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2022 

baik dari segi Rasio Ekonomi dan Rasio Efisiensi, namun Rasio Efektifitas belum 

bisa dianggap sebagai kinerja efektif. 

Karina & Ramadhani (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan 

Berdasarkan Konsep Value For Money Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak 

Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

BLUD Puskesmas Murung Pudak mengalami fluktuasi pada periode penelitian. 

Rasio Ekonomis menujukkan rata-rata 79% termasuk dalam kategori Kurang 

Ekonomis, Rasio Efisiensi rata-rata 102% termasuk dalam kategori Tidak Efisien, 

sedangkan Rasio Efektifitas secara kesuluruhan didapati rata-rata 97% termasuk 

dalam kategori Efektif. 

Yulianda et al. (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan 

Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten 
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Padang Lawas Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja 

keuangan menggunakan konsep value for money pada program pemberdayaan 

sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam kategori 

ekonomis, efisiensi, dan belum mencapai dengan efektifitas yang baik. Kemudian 

pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk dalam 

kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, sedangkan 

pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 belum mencapai 

efektifitas yang baik. Kemudian untuk program rehabilitasi sosial untuk tahun 

2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 berjalan dengan 

efisiensi, namun pada tahun 2021 belum mencapai efisiensi dengan baik, dan tahun 

2020 belum mencapai efektifitas yang baik, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 

efektifitas berimbang. 

Penelitian dari Zenita (2022) dengan judul Analisis Value for money Pada 

Kinerja anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis 

maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis 

karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 

tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2020 dan 2019 

dimana persentase rasio efektifitas pada tahun 2020. Kinerja Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2019, dan 2020 dikatakan 

efektif karena memiliki rasio efektifitas diatas 100% yang artinya pihak Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru mampu melaksanakan anggaran dengan pencapaian 

maksimal. 
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Rasyidi (2021) dengan judul Analisis Value for money Dalam Pengukuran 

Kinerja anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode Value 

for money dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga 

tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja 

anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan 

metode Value for money dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi 

selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. 

Kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo 

berdasarkan metode Value for money dengan menggunakan teknik perhitungan 

rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi. 

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya 

dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 

Penelitian Sebelumnya 

No 
Judul, Nama 

Peneliti,(Tahun) 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Analisis Value For 

Money Dalam 

Mengukur Kinerja 

Keuangan (Studi 

Pada Dinas 

Penelitian 

kualitatif 
Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan 

perusahaan pada 

Menggunakan 

rasio ekonomi, 

efektifitas dan 

efisiensi 

Lokasi 

penelitian 

dan tahun 

atau periode 

penelitian 
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No 
Judul, Nama 

Peneliti,(Tahun) 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

Perindustrian, 

Perdagangan Energi 

dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi 

Sumatera Utara) 

(Wandasari & 

Daulay, 2023) 

tahun 2022 baik dari 

segi Rasio Ekonomi 

dan Rasio Efisiensi, 

namun Rasio 

Efektifitas belum 

bisa dianggap 

sebagai kinerja 

efektif. 
 

 

 

 

 

2 Analisis Kinerja 

Keuangan 

Berdasarkan 

Konsep Value For 

Money Pada BLUD 

Puskesmas Murung 

Pudak Kabupaten 

Tabalong (Karina & 

Ramadhani, 2022) 

 

 

 

Penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan 

BLUD Puskesmas 

Murung Pudak 

mengalami fluktuasi 

pada periode 

penelitian. Rasio 

Ekonomis menujukkan 

rata-rata 79% termasuk 

dalam kategori Kurang 

Ekonomis, Rasio 

Efisiensi rata-rata 

102% termasuk dalam 

kategori Tidak Efisien, 

sedangkan Rasio 

Efektifitas secara 

kesuluruhan didapati 

rata-rata 97% termasuk 

dalam kategori Efektif. 

Menggunakan 

rasio ekonomi, 

efektifitas dan 

efisiensi 

Lokasi 

penelitian 

dan tahun 

atau periode 

penelitian 

 

 

 

Lanjutan Tabel 2.4 

No 
Judul, Nama 

Peneliti,(Tahun) 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

3 Analisis Kinerja 

Keuangan 

Menggunakan 

Konsep Value 

For Money pada 

Penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pengukuran kinerja keuangan 

menggunakan konsep value 

for money pada program 

Menggunakan 

rasio ekonomi, 

efektifitas dan 

efisiensi 

Lokasi 

penelitian 

dan tahun 

atau periode 

penelitian 
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No 
Judul, Nama 

Peneliti,(Tahun) 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

Kegiatan Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Padang Lawas 

Utara (Yulianda, 

2022) 

pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin 

tahun 2020-2021 masuk 

dalam kategori ekonomis, 

efisiensi, dan belum 

mencapai dengan efektifitas 

yang baik. . Kemudian pada 

program perlindungan dan 

jaminan sosial tahun 2020-

2021 masuk dalam kategori 

ekonomis, dan pada tahun 

2020 tergolong efisiensi 

berimbang, sedangkan pada 

tahun 2021 tergolong 

efisiensi, namun pada tahun 

2020-2021 belum mencapai 

efektifitas yang baik.  

4 Analisis Value 

for money Pada 

Kinerja 

anggaran Dinas 

Kesehatan Kota 

Pekanbaru 

(Zenita, 2022) 

Penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru 

jika dilihat dari rasio 

ekonomis maka dapat 

disimpulkan jika selama 3 

(tiga) tahun terakhir 

dikatakan ekonomis karena 

memiliki persentase rasio 

dibawah 100%. Kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru 

jika dilihat dari rasio efisiensi 

maka dapat disimpulkan jika 

selama 2 tahun berturut-turut 

yang dinilai tidak efisiensi 

yaitu pada tahun 2020 dan  

2019 dimana persentase rasio 

efektifitas pada tahun 2020. 

Kinerja Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru selama tiga 

tahun terakhir yaitu tahun 

2020, 2019, dan 2020 

dikatakan efektif karena 

memiliki rasio efektifitas 

diatas 100%. 

Menggunakan 

rasio ekonomi, 

efektifitas dan 

efisiensi 

Lokasi 

penelitian 

dan tahun 

atau periode 

penelitian 

5 

 

Analisis Value 

for money 

Dalam 

Pengukuran 

Kinerja 

anggaran Pada 

Badan 

Penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja anggaran 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten 

Sidoarjo berdasarkan metode 

Value for money dengan 

menggunakan teknik 

Menggunakan 

rasio ekonomi, 

efektifitas dan 

efisiensi 

Lokasi 

penelitian 

dan tahun 

atau periode 

penelitian 
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No 
Judul, Nama 

Peneliti,(Tahun) 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten 

Sidoarjo  

(Rasyidi, 2021) 

perhitungan rasio ekonomi 

selama tiga tahun 

menunjukkan kriteria sangat 

ekonomis yaitu mengalami 

peningkatan. Kinerja 

anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sidoarjo 

berdasarkan metode Value for 

money dengan menggunakan 

teknikperhitungan rasio 

efisiensi selama tiga tahun 

mengalami peningkatan 

efisiensi meskipun terjadi 

fluktuasi. Berdasarkan 

metode Value for money 

dengan menggunakan teknik 

perhitungan rasio efektifitas 

selama tiga tahun terjadi 

fluktuasi. 

  Sumber: Data diolah, 2024 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Anggaran dalam sektor publik merupakan penyelenggara pemerintah. 

Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi 

daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana 

yang ada tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

(Khaira et al., 2022). Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif 

dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat tangible maupun intangible maka 

metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif 

selain juga applicable. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain 

menggunakan metode Value for Money. Dalam metode Value for Money terdapat 

tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas 

(Mardiasmo, 2020:77). Analisa kinerja keuangan berdasarkan metode value for 
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money hanya dibatasi pada tiga rasio, yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas (- 

& Rinaldy, 2018).  

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value 

for Money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi 

apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi 

masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif 

(Rasyidi, 2021). 

1. Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat 

meminimalisir Input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari 

pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 

2. Efisiens merupakan perbandingan Output Input yang dikaitkan dengan 

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian Output yang 

maksimum dengan Input yang terendah menunjukkan efisiensi 

3. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Sumber: Data diolah (2024) 

 

Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh 

 

Pertanggungjawaban  

Laporan Keuangan 

 

Value for Money 

(3e) 

 

Ekonomi 

(Input) 

 

Efisiensi 

(Process) 

 

Kinerja Yang Ideal Pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh 

 

Efektivitas  

(Output) 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1   Desain Penelitian 

 Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur 

penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi 

valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa 

elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, 

horizon waktu dan unit analisis. 

 

3.1.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja anggaran dengan 

konsep value for money pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-

2023. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh. Objek penelitian yang akan diteliti adalah laporan realisasi 

anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023.  

 

3.1.2  Jenis  Penelitian 

 Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini 

tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Umar (2019:142) penelitian 

kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang 

terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal 

yang sedang dihadapi sekarang. Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya 

dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode 

30 
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deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan 

interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan 

penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik 

kesimpulan. 

 

3.1.3   Tingkat Intervensi Peneliti 

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal 

dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah value for 

money dalam pengukuran kinerja anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh tahun 2021-2023. 

 

3.1.4   Horison Waktu 

 Menurut Sugiyono (2020:6) deret waktu (time series) adalah serangkaian 

nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series 

mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya 

minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola 

lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti 

mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih  dari satu batas waktu dalam 

rangka menjawab pertanyaan penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 

berikut; 
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Tabel 3.1 

Horison Waktu Penelitian 

Ketrangan Maret 

2024 

April 

 2024 

Mei 

2024 

Juni 

2024 

Juli  

2024 

Agustus 

2024 

Pengajuan 

Judul Proposal 

      

Survey awal       

Penyusunan 

Proposal 

      

Seminar 

Proposal 

      

Penyusunan 

Skripsi 

      

Sidang       

      Sumber: Data diolah, 2024 

 

3.1.5   Unit Analisis 

 Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit 

analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu 

bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat 

informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dijumlahkan untuk analisis, 

adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh . 

 

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. 

Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai 

kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. 

Menurut Sutopo (2020:56), ”Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data 

merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan 

menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau 
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kedalaman informasi yang diperoleh”. Sumber data yang di pergunakan dalam 

penelitan ini adalah dengan cara  data sekunder dan data primer.  

1. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2020:147) data sekunder adalah data yang terlebih 

dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari 

peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data 

yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, 

perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. 

2. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2020:147) data primer adalah sebuah data yang 

langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau 

peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan 

subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. 

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi 

dokumentasi yaitu sebuah tulisan yang memuat informasi. Mengumpulkan data 

sekunder yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti 

dokumen mengenai profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh , data laporan 

keuangan dan lainnya. 

 

3.3  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2020:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
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pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif 

bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia 

sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan 

disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.  Dalam menganalisa data yang telah 

dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif 

yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil 

penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran” 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu 

analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio 

yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui value for money yang 

dikembangkan dalam keuangan Mardiasmo (2020) adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Ekonomi  

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara Input dengan Input value. 

Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan Input value adalah realisasi 

anggaran. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi 

 

Rasio Ekonomi = =
Realisasi Anggaran Belanja

Target Anggaran Belanja
 x 100% 

 



35 

 

 

 No Persentase Penilaian 

1 100%- Atas  Sangat ekonomis  

2 90% – 100% Ekonomis 

3 80% – 90% Cukup Ekonomis  

4 60% – 80% Kurang Ekonomis  

5 < 60% Tidak Ekonomis  

     Sumber : Mahmudi (2019:84) 

 
 

2. Rasio Efisiensi  

            Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian Output yang maksimum 

dengan Input tertentu atau penggunaan Input yang terendah untuk mencapai Output 

tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara Output dengan Input. Semakin 

besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi  (2019:84) 

merumuskan efisiensi sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan :  

Output  :  Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.  

Input  : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah 

program/kegiatan 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai 

persentase penilaian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Rasio Efisiensi =  
Relisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Pendapatan
 x 100 % 
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Rasio Efektivitas =  
Realisasi Anggaran Pendapatan 

Target Anggaran Pendapatan
 � 100% 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi 

 

No Persentase Penilaian 

1 100%- Atas  Tidak  Efisien  

2 90% – 100% Kurang Efisien  

3 80% – 90% Cukup Efisien   

4 60% – 80% Efisien   

5 < 60% Sangat Efisien   

Sumber  :  Mahmudi  (2019:84 

 

3. Rasio Efektifitas 

          Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.Suatu organisasi sektor publik dapat 

dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Mahmudi (2019:85) meremuskan efektifitas sebagai berikut; 

 

 

 
 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai 

persentase penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas  

 

No Persentase Penilaian 

1 100%- Atas  Sangat efektif   

2 90% – 100% Efektif  

3 80% – 90% Cukup Efektif  

4 60% – 80% Kurang Efektif  

5 < 60% Tidak Efektif    

Sumber : Mahmudi (2019:85) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1     Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh beralamat Jl. Panglima Nyak 

Makam No. 24, Lampineung, Kota Banda Aceh, Aceh 23125. Dinas Pertanian dan 

Perkebunan berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam 

mengemban tugas di bidang pertanian dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan 

Perkebunan berupaya menata dan membangun pertanian dan perkebunan serta 

perekonomian petani di daerah Provinsi Aceh. Demi mencapai maksud dan tujuan 

tersebut, berbagai Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 

Perkebunan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki dan 

menyesuaikan dengan perkembangan daerah sehingga dampak pembangunan yang 

dilakukan dapat dirasakan maksimal khususnya oleh masyarakat tani. 

Adapun tugas pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai 

berikut :  

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;  

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;  

3. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang 

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan;  

4. Penyusunan program di Bidang Pertanian dan Perkebunan;  

5. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang 

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan;  
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6. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta pembinaan;  

7. Pengembangan sentra peningkatan pertanian Tanaman Pangan, 

Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan;  

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian Tanaman Pangan, 

Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan; dan  

9. Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD). 

 

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yaitu "terwujudnya Aceh yang 

damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani". 

Sedangkan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai berikut: 

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, 

berkualitas dan berkeadilan; 

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan 

budaya ke-Aceh-an dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad 

Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah 

dengan tetap menghormati mazhab yang lain; 

3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai 

tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki; 

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat 

nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, 

baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum; 

5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan 

secara mudah,berkualitas dan terintegrasi; 
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6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap 

kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan 

nilai tambah hasil pertanian dan kelautan; 

7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen 

Aceh dalam pembangunan rendah emisi; 

8. Membangundan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif 

yang menghasilkan produk kompetitif untukmemperluas lapangan 

kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan; 

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based 

Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan; 

 

4.2     Hasil Penelitian 

4.2.1  Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan input value. 

Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan input value adalah realisasi 

anggaran. Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomi pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh digunakan rumus:   

Rasio Ekonomi =  
�
������� �������� �
����� 

����
� �������� �
�����
 � 100 % 

Perhitungan rasio ekonomi adalah sebagai berikut:  

a. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 

Rasio Ekonomi tahun 2021 =
208.560.524.903

253.752.515.029
x 100 = 82,19%  
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b. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 

Rasio Ekonomi tahun 2022 =
304.247.323.168

314.507.337.825
x 100 = 96,74% 

 

c. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023 

Rasio Ekonomi tahun 2023 =
196.014.238.994

212.313.160.979
x 100 = 92,32%  

 Dari perhitungan rumus rasio ekonomi  dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Rasio Ekonomi pada  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  

dari Tahun 2021 s.d 2023 

No Tahun 

Target anggaran 

belanja 

(Rp) 

Realisasi anggaran 

belanja 

(RP) 

Persentase 

1 2 3 4 5 = 4:3 x 100 

2 2021 253.752.515.029 208.560.524.903 82,19% 

3 2022 314.507.337.825 304.247.323.168 96,74% 

4 2023 212.313.160.979 196.014.238.994 92,32% 

Sumber :  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024 

 

 Berdasarkan Tabel 4.1  dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target 

anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 253.752.515.029 

dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 

82,19%. Kemudian pada tahun 2022 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh sebesar Rp 314.507.337.825 dan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp  304.247.323.168 dengan tingkat persentasi 96,74%  dan pada 2023 target anggaran 

belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 212.313.160.979 dan 

realisasi anggaran belanja sebesar Rp 196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 

92,32%.  
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4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

Belanja rutin yang digunakan dalam penelitian ini pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh yaitu program pelayanan administrasi perkantoran karena hal ini 

merupakan salah satu belanja rutin yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh setiap tahunnya uang merupakan kebutuhan pegawai. Untuk 

mengetahui tingkat efisiensi belanja program pelayanan administrasi perkantoran 

pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh digunakan rumus:   

Rasio Efisiensi =  
�
������� �������� �
�����

�
������� �������� .
�/�0����
 � 100 % 

Perhitungan efisiensi angggaran belanja adalah sebagai berikut:  

a. Efesiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 

Rasio Efisiensi tahun 2021 =
208.560.524.903 

 1.019.289.288 
x 100 = 20.461,37%  

 

b. Efesiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 

Rasio Efisiensi tahun 2022 =
 304.247.323.168 

609.599.170 
x 100 = 49.909,41% 

c. Efesiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023 

Rasio Efisiensi tahun 2023 =
196.014.238.994 

400.423.788 
x 100 = 48.951,70%  

  

 

 Dari perhitungan rumus efisiensi anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut  ini: 
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Tabel 4.2 

Hasil Rasio Efisiensi  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari  

Tahun 2021 s.d 2023 

No Tahun 

Realisasi anggaran 

pendapatan 

(Rp) 

Realisasi anggaran 

belanja 

(RP) 

Persentase 

1 2 3 4 5 = 4:3 x 100 

2 2021 1.019.289.288 208.560.524.903 20.461,37% 

3 2022 609.599.170 304.247.323.168 49.909,41% 

4 2023 400.423.788 196.014.238.994 48.951,70% 

Sumber :  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024 

 

 Berdasarkan Tabel 4.2  dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi 

anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.1.019.289.288 

dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 

20.461,37%. Pada tahun 2022 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh sebesar Rp 609.599.170 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp  

304.247.323.168 dengan tingkat persentasi 49.909,41%. Pada 2023 realisasi anggaran 

pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 400.423.788 dan 

realisasi anggaran belanja sebesar Rp 196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 

48.951,70%.  

 

4.2.3 Rasio  Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

Rasio efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan 

ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi tersebut berhasil 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rasio ini dapat mencakup 

berbagai aspek yang menunjukkan kinerja dan hasil yang dicapai oleh Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh digunakan rumus:    
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Rasio Efektifitas  =  
Realisasi Anggaran Pendapatan 

Target Anggaran Pendapatan
 � 100% 

Perhitungan efektifitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:  

a. Efektifitas  anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

tahun 2021 

Rasio Efektifitas  tahun 2021 =
1.019.289.288

2.306.150.000
x 100 = 44,20%  

 

b. Efektifitas  anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

tahun 2022 

Rasio Efektifitas  tahun 2022 =
609.599.170

993.000.000
x 100 = 61,39% 

 

c. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

tahun 2023 

Rasio Efektifitas  tahun 2023 =
400.423.788

900.098.120
x 100 = 44,49%  

 Dari perhitungan rumus efektifitas  dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari  Tahun 

2021 s.d 2023 

No Tahun 
Target Anggaran 

Pendapatan (Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan (Rp) 

Sisa Anggaran 

Pendapatan 

Persentase 

(%) 

1 2 3 4 5 = 3-4 6 = (4:3) x 100 

2 2021 2.306.150.000 1.019.289.288 1.286.860.712 44,20% 

3 2022 993.000.000 609.599.170 383.400.830 61,39% 

4 2023 900.098.120 400.423.788 499.674.332 44,49% 

Sumber :  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3  dapat dijelaskan bahwa. pada tahun 2021 target 

anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.2.306.150.000 

dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 1.019.289.288 dengan tingkat 

persentase 44,20% dari target anggaran pendapatan, pada tahun 2022 target anggaran 
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pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebanyak Rp.993.000.000 dan 

realisasi anggaran pendapatan sebanyak Rp 609.599.170 dengan tingkat persentase 

61,39% dari target anggaran pendapatan dan tahun 2023 target anggaran pendapatan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 900.098.120 dan realisasi anggaran pendapatan 

sebanyak Rp 400.423.788 dengan tingkat persentase sebanyak 44,49% dari target 

anggaran pendapatan. 

 

4.3       Pembahasan 

4.3.1  Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh 

 Analisis dan pembahasan rasio ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh melibatkan penilaian terhadap beberapa aspek penting yang mencerminkan 

kinerja ekonomi dinas tersebut. Rasio ekonomi ini bisa meliputi efektifitas penggunaan 

anggaran, efisiensi operasional, dan dampak ekonomi dari program-program yang 

dilaksanakan. Dampak ekonomi yang positif menunjukkan bahwa program-program 

yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berhasil meningkatkan 

produksi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan utama dinas tersebut, yaitu meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraan petani. Target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja 

anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 

4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Target anggaran belanja dan Realisasi Anggaran belanja Anggaran 

Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023 

No Tahun 

Target Anggaran 

Belanja 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

Belanja (Rp) 

Persentase 
Kemampuan 

Keuangan 

1 2 3 4 5 = 4:3 X 100 5 
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2 2021 253.752.515.029 208.560.524.903 82,19% 
Cukup 

Ekonomis 

3 2022 314.507.337.825 304.247.323.168 96,74% Ekonomis 

4 2023 212.313.160.979 196.014.238.994 92,32% Ekonomis 

Sumber :  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dijelaskan 

bahwa pada tahun 2021 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

sebesar Rp 253.752.515.029 dan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp.208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 82,19%. Artinya kemampuan Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat 

dikatakan cukup ekonomis karena tingkat persentase antara 80% sampai dengan 90%. 

Rasio ekonomi yang cukup ekonomis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor yang mendukung efisiensi dan efektifitas 

dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program. Dengan terus menerapkan 

praktik terbaik dan berinovasi dalam berbagai aspek operasional, dinas dapat terus 

meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi 

masyarakat petani dan perkebunan di Aceh. 

Pada tahun 2022 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

sebesar Rp 314.507.337.825 dan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp.304.247.323.168 dengan tingkat persentasi 96,74%. Artinya kemampuan Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat 

dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%. 

Penerimaan anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor seperti pemerintah pusat atau 

daerah meningkatkan prioritas pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian 
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dari kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, dan 

kesejahteraan petani. Kemudian peningkatan pendapatan daerah dari pajak, retribusi, 

atau sumber lainnya dapat memberikan lebih banyak ruang untuk alokasi anggaran 

yang lebih besar ke berbagai dinas, termasuk Dinas Pertanian dan 

Perkebunan.eluncuran program baru atau perluasan inisiatif yang sudah ada untuk 

meningkatkan hasil pertanian, seperti subsidi pupuk, bantuan teknis, dan 

pengembangan infrastruktur pertanian, membutuhkan tambahan anggaran. 

Pada 2023 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

sebesar Rp 212.313.160.979 dan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp.196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 92,32%. Artinya kemampuan Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat 

dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%. 

Penerimaan anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor seperti pengurangan alokasi dari 

pemerintah pusat/daerah, pemerintah pusat atau daerah telah mengurangi alokasi 

anggaran untuk sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian dari penyesuaian 

anggaran keseluruhan atau karena adanya prioritas yang berbeda. Kemudian 

pendapatan daerah yang menurun, misalnya dari pajak atau retribusi, bisa 

menyebabkan pengurangan anggaran untuk berbagai dinas, termasuk Dinas Pertanian 

dan Perkebunan. Selain itu, adanya penghematan dan efisiensi anggaran, Adanya 

kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi anggaran bisa 

berdampak pada pengurangan anggaran untuk berbagai program dan dinas, termasuk 

Dinas Pertanian dan Perkebunan. 
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4.3.2  Analisis dan Pembahasan Rasio Efesiensi pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh 

 Analisis dan pembahasan rasio efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh melibatkan penilaian terhadap bagaimana dinas ini menggunakan sumber daya 

(seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu) untuk mencapai hasil yang optimal. 

Efisiensi diukur dengan melihat perbandingan antara input yang digunakan dan output 

yang dihasilkan. Efesiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran 

belanja anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh Dari Tahun 2021 s.d 2023 

No Tahun 

Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Persentase 
Kemampuan 

Keuangan 

1 2 3 4 5 = 4 : 3 x 100 6 

2 2021 1.019.289.288 208.560.524.903 20.461,37% Tidak efisien 

3 2022 609.599.170 304.247.323.168 49.909,41% Tidak efisien 

4 2023 400.423.788 196.014.238.994 48.951,70% Tidak efisien 

Sumber :  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dijelaskan 

bahwa pada tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh sebesar Rp 1.019.289.288 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 

208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 20.461,37%. Artinya kemampuan Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat 

dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%. Pada 2023 realisasi 

anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.400.423.788 
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dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 

48.951,70%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam 

mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat 

persentase di atas 100% 

Ketidakefisienan pengelolaan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai 

dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada 

saat penyusunan anggaran. Penyebab lainnya ketidak efesienan pengelolaan Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan 

penganggaran program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam 

pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efesien. 

  

4.3.3   Analisis dan Pembahasan Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Aceh 

 

Perkembangan pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 

2022 meningkat sebesar 14,86% dan pada tahun 2023 jumlah pendapatan sebesar 

11,26%. Kemudian perkembangan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 meningkat sebesar 17,53% dan tahun 2023 

realisasi anggaran pendapatan menurun sebesar 25,43%. Efektifitas anggaran 

pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 sampai dengan 

Tahun 2023 ditunjukkan dalam Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari 

Tahun 2021 s.d 2023 

No  

Tahun 

Target 

Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi 

Pendapatan 

(Rp) 

Kurang/Lebih Persentase 
Kemampuan 

Keuangan 
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  1 2 3 4 5 = 2-3 6= (3:2) x 100 7 

2 2021 2.306.150.000 1.019.289.288 1.286.860.712 44,20% Tidak Efektif 

3 2022 993.000.000 609.599.170 383.400.830 61,39% Kurang Efektif 

4 2023 900.098.120 400.423.788 499.674.332 44,49% Tidak Efektif 

Sumber :  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai realisasi anggaran pendapatan pendapatan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 sampai 2023 dapat dijelaskan 

bahwa pada tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 1.019.289.288 dari anggaran pendapatan Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 2.306.150.000 dengan tingkat 

persentase 44,20%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp.1.286.860.712 yang 

tidak dicapai oleh  Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dapat disimpulkan realisasi 

anggaran pendapatan tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat 

dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2022 realisasi anggaran pendapatan pendapatan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.609.599.170 dari total anggaran 

pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 993.000.000 dengan 

tingkat persentase 61,39%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 383.400.830 

yang tidak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dapat disimpulkan 

realisasi anggaran pendapatan tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat 

dikatakan kurang efektif.  

Pada tahun 2023 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 400.423.788 dari total anggaran pendapatan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 900.098.120 dengan tingkat 

persentase 44,49%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp.499.674.332 yang 

tidak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dapat disimpulkan realisasi 
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anggaran pendapatan tahun 2023 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat 

dikatakan tidak efektif. 

Penggunaan anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tidak 

efektif karena beberapa alasan seperti perencanaan yang tidak matang atau kurang 

detail dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak tepat dan penggunaan 

sumber daya yang tidak optimal. Kemudian kurangnya pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program dan proyek dapat menyebabkan penyimpangan 

anggaran, pemborosan, dan hasil yang tidak sesuai dengan target. Selain itu 

keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan 

melaksanakan program dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak 

optimal.  

Penggunaan teknologi yang tidak tepat atau kurangnya pelatihan dan 

dukungan teknis dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan dan operasional 

program. Tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan seperti program yang dirancang 

tidak berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan atau tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat dapat menyebabkan anggaran tidak tepat sasaran. Ketidakjelasan dalam 

menentukan prioritas program dan proyek dapat menyebabkan alokasi anggaran 

tersebar dan tidak fokus, sehingga mengurangi dampak yang diharapkan. 

Keterlambatan dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat atau daerah dapat 

menghambat pelaksanaan program dan proyek, sehingga anggaran tidak dapat 

digunakan dengan optimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Untuk memgukur kinerja anggaran dengan menggunakan metode value for 

money dapat disingkat sebagai berikut: 

a. Berdasarkan rasio ekonomi bahwa realisasi target anggaran belanja dan 

belanja  target anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 

tahun 2021-2023 dapat dikatakan ekonomis.  

b. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi pengeluaran dan realisasi 

anggaran pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 

2021-2023 dapat dikatakan tidak efisien. 

c. Berdasarkan rasio efektifitas bahwa realisasi anggaran pendapatan belanja 

dan anggaran pendapatan belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Aceh tahun 2021 dan tahun 2023 dapat dikatakan tidak efektif. Kemudian 

pada tahun 2022 dapat dikatakan kurang efektif. 

 

5.2.  Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat meningkatkan atau 

mempertahankan rasio ekonomi dengan melakukan realisasi pengeluaran 
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yang sesuai dengan kebutuhan kantor atau jumlah pengeluaran harus sesuai 

dengan penerimaan anggaran. 

2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh harus dapat mengelola keuangan 

dengan efisien seperti menggunakan anggaran yang sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dikelola dengan tepat 

waktu. 

3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat mengelolan realisasi anggaran 

pendapatan belanja dengan efektif seperti mengelola anggaran yang sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian 

pimpinan dapat memberikan tugas kepada aparatur yang sesuai dengan 

bidangnya sehingga aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik.  
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